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Abstrak—Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) didirikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang dalam jangka
panjang tidak hanya berdampak pada ekonomi melainkan juga kesejahteraan masyarakat. Namun, kesejahteraan masyarakat di
provinsi yang tidak terdapat KEK justru lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi yang memiliki KEK. Dalam pendirian
KEK, terjadi ekslusivitas pertumbuhan yang hanya terkonsentrasi pada KEK semata sehingga tidak mampu meningkatkan PDRB
per Kapita masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel sosial, ekonomi, infrastruktur,
teknologi, dan kelembagaan terhadap PDRB per Kapita. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif pada 15
provinsi yang terdapat KEK di Indonesia dalam kurun waktu 2016-2023. Data penelitian ini ialah data sekunder yang didapatkan
dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Adapun teori yang
digunakan adalah Teori Pertumbuhan Endogen, Ekonomi Kelembagaan Baru dan Modernisasi. Data diuji menggunakan metode
Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan menggunakan WarpPLS 8.0. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) berpengaruh positif terhadap Indeks
Demokrasi (IDI). Sebaliknya, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Panjang Jalan (PJ) berpengaruh negatif terhadap IDI, sementara
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Penduduk Bekerja (PB) tidak berpengaruh terhadap IDI. Di sisi lain, RLS dan PMDN
berpengaruh positif terhadap PDRB per Kapita. Akan tetapi, PB dan PMA berpengaruh negatif terhadap PDRB per Kapita,
sedangkan IDI menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB per Kapita.

Kata Kunci: PDRB per Kapita; Rata-rata Lama Sekolah; Penduduk Bekerja; PMA; PMDN; Panjang Jalan; Indeks TIK; Indeks
Demokrasi

Abstract—Special Economic Zones (SEZs) were established to accelerate regional economic growth, which in the long term will
not only impact the economy but also the welfare of the community. However, the welfare of people in provinces without SEZs is
actually higher when compared to provinces with SEZs. In the establishment of SEZs, there is an exclusivity of growth that is only
concentrated in SEZs alone, thus unable to increase the local society's GRDP per capita. This study aims to analyze the influence
of social, economic, infrastructure, technological, and institutional variables on GRDP per capita. This research method uses a
quantitative approach in 15 provinces with SEZs in Indonesia during the period 2016-2023. This research data is secondary data
obtained from the Central Statistics Agency (BPS), Bank Indonesia (BI), and the Investment Coordinating Board (BKPM). The
theories employed are Endogenous Growth Theory, New Institutional Economics, and Modernization Theory. The data were
analyzed using the SEM-PLS (Structural Equation Modeling-Partial Least Squares) method with WarpPLS 8.0. The result of the
study indicate that Domestic Investment and ICT Development Index have a positive effect on the Democracy Index. Conversely,
Foreign Investment (FDI) and Road Length have a negative effect on the Democracy Index, while Average Years of Schooling
and Workforces have no effect on the Democracy Index. On the other hand, Average Years of Schooling and Domestic Investment
have a positive effect on GRDP per Capita. However, Workforces and FDI have a negative effect on GRDP per Capita, while the
Democracy Index shows no effect on GRDP per Capita.

Keywords: GRDP per Capita; Average Years of Schooling; Workforces; FDI; Domestic Investment; Road Length; ICT
Development Index; Democracy Index

1. PENDAHULUAN

Salah satu strategi pemerintah dalam memeratakan pembangunan ialah dengan menjadikan ekonomi daerah sebagai
pilar utama kemajuan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-
2045 (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). RPJPN 2025-2045 disusun guna mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045
sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No.59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2025-2045 (KADIN Indonesia, 2023). Terdapat empat pilar utama dalam Visi Indonesia Emas,
yaitu: (1) pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), (2)
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, (3) pemerataan hasil pembangunan, (4) penguatan ketahanan nasioanl serta
tata kelola pemerintahan yang baik (Bappenas, 2023). Berdasarkan pilar-pilar tersebut, pemerintah mengembangkan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK telah menjadi pilar utama dalam strategi Indonesia menstimulus
pertumbuhan ekonomi daerah dan mencapai pembangunan yang seimbang di seluruh daerah (GGGI, 2022).
Keberadaan KEK dalam suatu daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara luas, tidak terbatas pada
perusahaan manufaktur asing tetapi juga kepada pekerja domestik atau rumah tangga sehingga lebih banyak kontrak
kerja yang lebih formal (Contractor et al., 2020).

Mengacu pada UU No. 39 Tahun 2009 tentang KEK, KEK ialah kawasan yang didirikan dalam wilayah hukum
Indonesia yang merupakan amanat UU No. 35 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kini Indonesia memiliki 24
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KEK yang tersebar di 15 provinsi di seluruh Indonesia. Salah satu tujuan dari pembangunan KEK adalah mendorong
percepatan realisasi investasi yang berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan (Gallé et al., 2024; Tafese et al.,
2025). Pembangunan infrastruktur, investasi sumber daya manusia, perbaikan kelembagaa, dan sebagainya dalam
KEK oleh pemerintah dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak pada
kesejahteraan masyarakat (Dirmayanti & Damayanti, 2023).
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Gambar 1. PDRB per Kapita Provinsi KEK dan PDRB per Kapita Provinsi Non-KEK Tahun 2016-20223

Berdasarkan Gambar 1 pertumbuhan PDRB per Kapita lebih tinggi terjadi pada provinsi-provinsi yang tidak
terdapat KEK daripada provinsi-provinsi yang memiliki KEK pada tahun 2016-2023. Temuan kondisi ini
bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wardhana et al., (2025) yang menyatakan bahwa
keberadaan KEK Kendal memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah Kendal yang meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian yang dilakukan oleh Otchia & Wiryawan, (2025) turut menyatakan bahwa
keberadaan KEK memberikan dampak positif terhadap perekonomian di Asia dan Amerika Latin. Serta, penelitian
yang dilakukan oleh Bergantino et al., (2026) yang menyatakan bahwa keberadaan KEK memberikan dampak positif
terhadap perekonomian di Italia Tenggara.

Keberhasilan KEK tersebut yang bertentangan dengan kondisi di provinsi-provinsi yang terdapat KEK di
Indonesia ini mengindikasikan bahwa keberadaan KEK saja belum cukup untuk menjamin peningkatan ekonomi
daerah, tanpa dukungan dari faktor-faktor struktural yang mendasar. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
merupakan modal dasar negara berkembang dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah menuju visi
Indonesia Emas 2045. RLS ialah indikator pendidikan yang menggambarkan lamanya individu menempuh suatu
jenjang pendidikan yang dapat mengukur tingkat pendidikan suatu daerah (Valiant Kevin et al., 2022). RLS ini juga
termasuk dalam indikator faktor sosial yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia. Berbagai penelitian
terdahulu Correa & Esquivias, (2025); Roéthel & Leschke, (2025) telah menggunakan RLS sebagai proksi untuk
pendidikan.

Namun, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya berasal dari ketersediaan kualitas SDM saja
melainkan juga dengan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan profesional (Atake et al., 2024). Guna melihat
kualitas modal manusia dapat diketahui melalui RLS, sedangkan kuantitas modal manusia dapat diketahui melalui
penduduk bekerja (Anshori, Winarti, & Wijayanti, 2025). Penduduk bekerja merupakan bagian dari angkatan kerja
yang merujuk pada seseorang yang sedang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan pendapatan baik di sektor formal
maupun informal (Wulandari, 2023). Ketersediaan penduduk bekerja menjadi salah satu faktor krusial dalam roda
perekonomian. Selasar dengan beberapa penelitian terdahulu oleh Julianto & Mukhtar, (2022); Oliveira et al., (2025)
telah menggunakan penduduk bekerja sebagai akumulasi modal manusia guna menggambarkan pertumbuhan
ekonomi yang berkesinambungan.

Variabel ekonomi ialah salah satu faktor fundamental yang kerap mendapatkan perhatian khusus dibandingkan
faktor lain karena dampaknya yang langsung berpengaruh terhadap hajat orang banyak. PMA ialah salah satu faktor
ekonomi yang esensial dalam pembangunan ekonomi. Menurut Todaro & Smith (2020) PMA dalam negara
berkembang dapat membantu penyaluran modal sehingga dapat meningkatkan produksi dan membuka lapangan
pekerjaan baru yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk. PMA turut andil dalam membantu
percepatan pembangunan ekonomi khususnya pada ekonomi negara berkembang (OECD, 2025). PMA dapat
merangsang aktivitas ekonomi, membuka lapangan pekerjaan serta transfer teknologi dari negara maju (Al-kasasbeh
et al,, 2022; Contractor et al., 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahadiansar et al. (2021)
menyatakan bahwa PMA di Indonesia dapat membuka peluang pasar Indonesia menjadi pasar global.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi suatu daerah, apabila dilihat dalam sudut pandang Teori
Pertumbuhan Endogen maka pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan tercapainya investasi PMA melainkan
juga dari PMDN. PMA dan PMDN keduanya berfungsi sebagai mesin penting bagi transformasi ekonomi lokal karena
dapat mendorong integrasi rantai nilai, mendorong inovasi, dan mempercepat terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan
di berbagai daerah di Indonesia (Dirmayanti & Damayanti, 2023). PMDN dapat memberikan gambaran terkait
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lingkungan investasi domestik yang dapat menarik penanaman modal yang lebih jauh dapat berdampak pada
pembukaan lapangan pekerjaan (Nguyen, 2022). Peningkatan stok modal dalam negeri berpotensi meningkatkan
produktivitas masyarakat, kapasistas produksi, dan kualitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi lebih
berkelanjutan karena dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Purba, 2020).

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya dengan menyediakan modal finansial dan modal
manusia, melainkan juga modal fisik berupa infrastruktur khususnya jalan (Chen et al., 2023). Infrastruktur jalan yang
baik dapat menghubungkan pelaku usaha dengan pasokan bahan baku, pasar tenaga kerja, dan konsumen.
Ketersediaan jalan dapat memperluas jangkauan pasar, mengurangi risiko operasional serta meningkatkan
kepercayaan investor sehingga dapat meningkatkan produktivitas pelaku ekonomi (Mulyani et al., 2023). Infrastruktur
panjang jalan menyediakan konektivitas di berbagai wilayah yang dapat mempermudah aksesibiltas pasar sehingga
dapat meningkatan taraf hidup masyarakat (Pradhan et al., 2021). Beberapa penelitian terdahulu telah menggunakan
infrastruktur panjang jalan seperti, Lestari et al., (2025); Wang et al., (2020) yang menyatakan bahwa infrastruktur
panjang jalan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah.

Berdasarkan Visi Indonesia Emas 2045, kemajuan teknologi merupakan pilar pertumbuhan keberlanjutan
dalam mempercepat transformasi digital kaitannya dengan pemerataan pembangunan ekonomi daerah (Kementerian
PPN/Bappenas, 2025). Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi instrumen penting dalam
membentuk kehidupan masyarakat, institusi, dan hubungan sosial (Roztocki et al., 2020). Pembangunan TIK yang
memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyebarluaskan informasi sehingga meningkatkan
efisiensi dan efektivitas tenaga kerja, kekayaan produk dan layanan serta menciptakan pasar kompetitif global untuk
produk dalam negeri (Tripathi & Inani, 2020). Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak hanya mendorong
pertumbuhan ekonomi melainkan juga mendukung pemerataan pembangunan. Beberapa penelitian terdahulu seperti,
Pratiwi & Hanri, (2024); Suhendra et al., (2025) yang mengungkapkan bahwasannya TIK memiliki pengaruh positif
serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Demokrasi ialah sistem yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan dijalankan guna memastikan
akuntabilitas dan mengurangi adanya penyalahgunaan kekuasaan (Trinugroho et al., 2023). Oleh karenanya,
pembangunan demokrasi menjadi salah satu hal penting yang terus diupayakan pemerintah yang dampaknya terhadap
landasan pengambilan keputusan akan kebijakan dan perumusan strategi. Kelembagaan dengan kualitas yang baik
dapat memediasi faktor-faktor fundamental seperti sosial, ekonomi dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kelembagaan berperan menciptakan stabilitas sosial-politik, mengoordinasi dan mengatur supremasi hukum maupun
aktivitas antar pelaku ekonomi yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Uddin et al.,
2023). Selain itu, kelembagaan berperan juga menciptakan kebijakan pemerintah yang efektif mendorong
pertumbuhan ekonomi (Bonita & Widyawati, 2020). Beberapa hasil penelitian terdahulu Hardi et al., (2023); Nairobi
et al, (2021) menyatakan bahwasannya IDI berdasarkan provinsi berpengaruh positif signifikan pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan.

Penelitian ini mengacu pada Teori Pertumbuhan Endogen yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi
perlu dikaitkan dengan peningkatan produksi yang dihasilkan oleh spesialisasi pekerjaan, perkembangan teknologi
endogen yang didorong dari akumulasi pengetahuan oleh agen-agen berwawasan ke depan yang dapat menghasilkan
keuntungan, serta investasi pada pengetahuan yang dapat menciptakan eksternalitas positif (Romer, 1990). Di sisi
lain, teori ini turut menggunakan Teori Ekonomi Kelembagaan Baru yang dikemukakan oleh Douglas North dan
Acemoglu & Robinson (Payen & Rondé, 2025; Yaqoob et al., 2025). Lembaga yang berkualitas akan menurunkan
biaya transaksi dan ketidakpastian, memperkuat efektivitas kebijakan publik, dan mendorong investasi dan inovasi
(Desmarais-Tremblay & Stojanovi¢, 2022). Peran lembaga dalam menyusun aturan seperti pembentukan undang-
undang dan sebagainya merupakan sebuah mekanisme yang dibuat untuk membentuk kelembagaan sebagai aturan
main (Yustika, 2012). Sementara itu, Teori kelembagaan baru yang diperkenalkan oleh Acemoglu dan Robinson lebih
menekankan pada adanya dua kategori struktur kekuasaan lembaga, yakni lembaga inklusif dan ekstraktif. Pada
lembaga inklusif, lembaga menjamin adanya perlindungan hukum, akuntabilitas publik serta regulasi yang jelas guna
mendorong investasi, sedangkan lembaga ekstraktif dicirikan dengan adanya konsentrasi kekuasaan dalam lembaga
yang membatasi penegakan regulasi hukum yang jelas dan transparan yang lebih lanjut menghambat pembangunan
ekonomi (Garoupa & Spruk, 2024). Menurut Teori Modernisasi yang dikemukakan oleh Lipset, negara yang memiliki
kekayaan, industrialisasi maupun pendidikan yang tinggi akan cenderung mengembangkan dan mempertahankan
kelembagaan yang demokratis (Fritzsche & Vogler, 2020).

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh variabel sosial, ekonomi, infrastruktur, teknologi dan
kelembagaan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi yang terdapat KEK di Indonesia. Kebaharuan dalam
penelitian ini terletak pada penggunaan variabel sosial (RLS dan penduduk bekerja), ekonomi (PMA dan PMDN),
infrastruktur (panjang jalan) dan teknologi serta penggunaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai perwakilan
kelembagaan dalam melihat pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di 15 provinsi yang terdapat KEK di
Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama dalam strategi Indonesia menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah dan
mencapai pembangunan yang seimbang di seluruh daerah di Indonesia, kebijakan terrkait keberadaan KEK di daerah
juga harus mempertimbangkan dari keadaan fundamental daerah tersebut. Dengan ditemukannya kesenjangan dampak
keberadaan pada provinsi yang terdapat KEK dan non-KEK menunjukkan bahwa ada permasalahan atau
ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi dengan variabel-variabel sosial, ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan
kelembagaan yang diasumsikan turut andil memberikan pengaruhnya.
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2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada analisis data statistik yang dapat diukur.
Pendekatan ini dimaksudkan guna mengetahui sebab-akibat (eksplanatori) antara variabel dependen dan independen.
Lokasi penelitian ini berfokus pada 15 provinsi yang terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia dan
dalam rentang waktu 2016-2023. Pemilihan 15 provinsi yang terdapat KEK di Indonesia menjadi lokasi penelitian ini
mempertimbangkan pendirian KEK disejumlah provinsi yang memiliki potensi ekonomi tinggi yang dapat
menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah untuk kemajuan nasional. Dengan demikian, diperoleh total sampel
penelitian sebesar 120 observasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria
adalah provinsi di Indonesia yang telah memiliki KEK serta memiliki kelengkapan data variabel penelitian dalam
rentang 2016-2023.

Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank
Indonesia (BI), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), artikel, buku dan literatur yang terkait dengan
penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah SEM-PLS dengan memanfaatkan perangkat
lunak WarpPLS 8.0. Metode SEM-PLS ialah metode yang dapat menganalisis persamaan struktural SEM berbasis
varian dan dapat melakukan pengujian model pengukuran (Outer Model) dan model struktural (Inner Model) (Hair et
al., 2021). Metode ini mampu menganalisis lebih efisien hubungan dengan banyak konstruk dalam satu model (Hair
et al., 2019). Selain itu, metode SEM-PLS ini juga dapat mengantisipasi data yang tidak berdistribusi normal karena
tidak memerlukan asumsi normalitas (Chin, 1998) serta dapat digunakan pada penelitian dengan total sampel yang
kecil (Ringle et al., 2012). Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel Indikator Definisi Operasional Sumber
Sosial Rata-rata Lama Akumulasi lamanya waktu penduduk berusia 15 BPS Indonesia
Sekolah (RLS) tahun ke atas menempuh pendidikannya.
Penduduk Bekerja (PB) Penduduk yang usianya termasuk angkatan kerja
dan saat ini sedang bekerja.
Ekonomi Penanaman Modal Akumulasi dana yang berasal dari investor asing

BPS Indonesia

Asing (PMA) dalam satu periode tertentu. BKPM
Penanaman Modal Jumlah total dana yang berasal dari investor dalam BKPM
Dalam Negeri (PMDN) negeri dalam satu periode tertentu.
Infrastruktur ~ Panjang Jalan (PJ) Akumulasi panjangnya jalan yang tercataj[ de'ln BPS Indonesia
terukur pada suatu wilayah menurut provinsi.
Teknologi Indeks Pembangunan Instrumen pengukuran yang merepresntasikan
Teknologi Informasi capaian pembangunan TIK suatu daerah yang dapat BPS Indonesia
dan Komunikasi mencerminkan komunikasi, kesehatan digital dan
(IPTIK) potensi pengembangan TIK suatu daerah.
Kelembagaan Indeks Demokrasi Ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat
Indonesia (IDI) perkembangan demokrasi di Indonesia. Tiga aspek

utama demokrasi yakni, kebebasan sipil, hak-hak BPS Indonesia

politik, dan lembaga demokrasi

Pertumbuhan PDRB per Kapita Rata-rata produk domestik dari setiap individu di

Ekonomi (PDRB_KPT) suatu daerah yang dapat memperkirakan estimasi BPS Indonesia
nilai barang dan jasa yang dapat diterimanya.

Variabel sosial dalam penelitian ini diwakili oleh RLS dan PB yang diasumsikan merupakan indikator tunggal
(manifest variable) pembentuk konstruk sosial. Variabel ekonomi diwakili oleh PMA dan PMDN diasumsikan sebagai
indikator tunggal pembentuk konstruk ekonomi. Panjang Jalan (PJ) diasumsikan sebagai indikator tunggal pembentuk
konstruk infrastruktur yang membentuk ketersediaan dan cakupan fisik infrastruktur jalan. Kemudian, teknologi yang
diwakili oleh IPTIK diasumsikan membentuk tingkat perkembangan dan pemanfaatan teknologi sebagai indikator
tunggal pembentuk konstruk teknologi. Serta, IDI diasumsikan membentuk kualitas kelembagaan yang pada level
demokrasi terdapat perubahan maka akan berdampak langsung pada kualitas kelembagaan sebagai indikator tunggal
pembentuk konstruk kelembagaan.

2.2 Hipotesis Penelitian

Penelitian ini berfokus variabel yang diasumsikan memengaruhi PDRB per Kapita di 15 provinsi yang terdapat
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia tahun 2016-2023. Kelembagaan dalam penelitian ini diproksikan
dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Variabel-variabel yang diduga meniliki pengaruh terhadap PDRB per
Kapita adalah faktor sosial, ekonomi, infrastruktur, dan teknologi. Kerangka penelitian berikut dapat menjelaskan
bahwa PDRB per Kapita merupakan proksi untuk mengukur pertumbuhan ekonomi kaitanyya dengan kesejahteraan
masyarakat. Mengacu pada teori-teori yang di penelitian ini, adapun kerangka penelitian dalam penelitian adalah
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sebagai berikut.
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Gambar 2. Kerangka Penelitian

Sehubungan dengan Gambar 2. hipotesis yang akan diujikan dalam penelitian ini yakni, variabel sosial (RLS
dan PB), variabel ekonomi (PMA dan PMDN) diduga memiliki pengaruh terhadap IDI (Hi, H», Hs, H4). Pada variabel
infrastruktur, PJ diasumsikan pula berpengaruh terhadap IDI (Hs). Serta mengasumsikan IPTIK berpengaruh terhadap
IDI (He). Lebih lanjut, model ini turut menguji pengaruh variabel sosio-ekonomi terhadap PDRB per Kapita (H7, Hs,
Ho, Hip) maupun pengaruh variabel PJ dan IPTIK pada PDRB per Kapita (H;; dan Hiy). Lalu, IDI yang diduga
memiliki pengaruh terhadap PDRB per Kapita (H;3).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Penelitian

Dalam model dengan bentuk konstruk formatif mengasumsikan bahwasannya indikator menjadi penyebab adanya
perubahan dalam variabel laten. Terdapat dua pengujian dalam model pengukuran (outer model) dengan konstruk
formatif, yakni signifikansi indicator weight dan multikolinearitas. Adapun pengujiannya sebagai berikut.

3.1.1 Signifikansi Indicator Weight

Pertama-tama guna memastikan pengukuran yang digunakan sudah sesuai dan layak dilakukan uji signifikansi. Uji
ini dilakukan guna mengukur masing-masing indikator penyusun konstruk dalam penelitian. Nilai indicator weight
pada konstruk formatif harus signifikan yang dilihat dari p-value <0,05. Adapun hasil uji signifikansi indicator weight
sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Signifikansi Indicator Weight

Variabel QOuter Weight p-value
RLS 1.000 <0.001

PB 1.000 <0.001
PMA 1.000 <0.001
PMDN 1.000 <0.001
PJ 1.000 <0.001
IPTIK 1.000 <0.001
IDI 1.000 <0.001
PDRB _KPT 1.000 <0.001

Mengacu pada Tabel 2, diperoleh nilai outer weight dari masing-masing variabel sebesar 1,000 dengan nilai
signifikansi outer weight setiap variabel adalah <0,001 yang mana p-value < 0,005. Artinya variabel Rata-rata Lama
Sekolah, Penduduk Bekerja, PMA, PMDN, PJ, IPTIK, IDI dan PDRB per Kapita signifikan. Dengan demikian,
penggunaan variabel RLS, PB, PMA, PMDN, PJ, IPTIK, IDI, dan PDRB_KPT sebagai indikator tunggal (manifest
variable) telah valid mewakili variabel itu sendiri.

3.1.2 Uji Multikolinearitas

Setelah diperoleh hasil nilai indicator weight yang signifikan maka selanjutnya dilakukan uji multikolienaritas. Uji ini
untuk melihat besarnya Variance Inflation Factor (VIF) variabel apakah terdapat masalah multikolinearitas atau tidak.
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Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Nilai VIF
RLS 0.000
PB 0.000
PMA 0.000
PMDN 0.000
PJ 0.000
IPTIK 0.000
IDI 0.000
PDRB KPT 0.000

Berdasarkan Tabel 3,, nilai VIF dari setiap variabel RLS, PB, PMA, PMDN, PJ, IPTIK, IDI, dan PDRB KPT
sebesar 0,000. Dengan demikian, tidak terjadi masalah multikolinearitas antar variabel.

3.1.3 Uji Kecocokan Model atau Model Fit

Tahapan selanjutnya setelah pengujian model pengukuran adalah uji kecocokan model. Uji ini dilakukan guna menilai
konsistensi kecocokan dari model SEM-PLS dengan data yang sebenarnya. Adapun hasil uji kecocokan model dalam
penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Kecocokan Model atau Model Fit

Average path coefficient (APC) =0.219, P =0.003

Average R-squared (ARS) = 0.506, P <0.001

Average adjusted R-squared (AARS) =0.478, P <0.001

Average block VIF (AVIF) =2.103, (acceptable if <5, ideally >3.3)

Average full collinearity VIF (AFVIF) = 2.586 (acceptable if <5, ideally >3.3)
Tenenhaus GoF (GoF) = 0.712, (small >0.1, medium >0.25, large >0.36)

Mengacu pada Tabel 4, besarnya kekuatan hubungan antar variabel secara rata-rata (APC) menunjukkan
hubungan yang baik dengan nilai probabilitas <0,05. Kemudian, rata-rata variabel independen (ARS) menunjukkan
nilai sebesar 0,506 yang berarti variabel RLS, PB, PMA, PMDN, IPTIK, PJ, dan IDI dapat menjelaskan 50,6 persen
PDRB_KPT dengan nilai probabilitas <0,01. Besarnya nilai AARS yakni 0,478 menunjukkan bahwa model memiliki
kecocokan model yang didasarkan pada variabel independen yang digunakan sesuai. Tidak terdapat masalah
mulitkolinearitas dalam model dilihat dari Nilai AVIF sebesar 2,103 dan nilai AFVIF sebesar 2,586. Sementara, Nilai
GoF sebesar 0,712 menunjukkan bahwa model penelitian secara koheren kuat dan sangat baik dengan nilai >0,36.

3.1.4 Effect Sizes atau Partial F-test

Uji ini dilakukan untuk mengestimasi besarnya variabel dependen dipengaruhi setiap variabel independen. Pada
metode SEM-PLS, effect sizes dikelompokan menjadi lemah (0,02), medium (0,15) dan kuat (0,35).

Tabel 5. Nilai Effect Sizes

RLS PB PMA PMDN IPTIK PJ IDI PDRB KPT
IDI 0.005 0.012 0.066  0.041 0.277  0.028
PDRB KPT 0.220 0.113 0.054  0.095 0.107  0.028 0.001

Mengacu pada Tabel 5, variabel dengan kategori medium yakni, IPTIK terhadap IDI dan RLS terhadap
PDRB_KPT. Variabel kategori lemah adalah RLS terhadap IDI, PB terhadap IDI, PJ terhadap IDI, PMA terhadap
PDRB _KPT, PMDN terhadap PDRB_KPT, IPTIK terhadap PDRB KPT, PJ terhadap PDRB KPT dan IDI terhadap
PDRB per Kapita.

3.1.5 Predictive Relevance atau Q?

Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan prediksi yang relevan suatu model. Nilai Q-squared >0 artinya model
mampu memprediksi secara relevan atau variabel independen memiliki kemampuan memprediksi variabel dependen.
Apabila nilai Q* <0 berarti model tidak memiliki kemampuan memprediksi secara relevan.

Tabel 6. Nilai Predictive Relevance

IDI PDRB KPT
Q-squared 0.429 0.615

Mengacu pada Tabel 6, nilai Q-squared IDI dan PDRB_KPT masing-masing lebih dari 0 (nol) yang artinya
pembentukan model sudah tepat dan variabel yang digunakan mampu memprediksi secara relevan.

3.2. Uji Hipotesis
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Uji ini dilakukan guna menguji kebenaran praduga hipotesis atau penelitian yang dapat dilihat dari hasil path
coefficient dan nilai probabilitasnya. Adapun hasil uji hipotesis sebagai berikut.

Gambar 3. Hasil Uji Hipotesis

Mengacu pada Gambar 3. diketahui variabel sosial (RLS dan PB) masing-masing terbukti tidak berpengaruh
terhadap IDI dengan masing-masing p-value 0,42 dan 0,32 schingga H; dan H» ditolak. Sementara itu, variabel
ekonomi (PMA dan PMDN), PJ, dan IPTIK terbukti berpengaruh terhadap IDI dengan masing-masing p-value <0,01,
0,04, 0,04, dan <0,01 sehingga Hs, H4, Hs, Hs diterima. Lebih lanjut, RLS dan PB sebagai variabel sosial masing-
masing terbukti berpengaruh terhadap PDRB per Kapita dengan p-value keduanya <0,01 sehingga H7 dan Hs diterima.
Begitu pula variabel ekonomi (PMA dan PMDN) terbukti berpengaruh terhadap PDRB per Kapita dengan p-value
0,01 dan <0,01 sehingga Ho dan Hio diterima. Serta IPTIK yang terbukti berpengaruh terhadap PDRB per Kapita
dengan p-value 0,02 sehingga H,, diterima. Akan tetapi, PJ dan IDI terbukti tidak berpengaruh terhadap PDRB per
Kapita dengan masing-masing p-value 0,13 dan 0,48 sehingga H;; dan H;s ditolak.

3.3. Pembahasan

Keberadaan KEK tidak hanya membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi melainkan juga menciptakan lapangan
pekerjaan yang berdampak salah satunya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam
memenuhi kebutuhan KEK dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil secara profesional yang bisa diperoleh
melalui pendidikan formal. Berdasarkan Gambar 3, didapatkan informasi bahwa RLS tidak berpengaruh terhadap
Indeks Demokrasi (IDI). Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien -0,02 dan p-value sebesar 0,42. Dengan demikian,
H; ditolak. Secara teoritis menurut Teori Modernisasi yang dikemukakan Lipset, pendidikan adalah salah satu modal
manusia fundamental yang merupakan prasyarat penting dapat terjadinya demokrasi. Akan tetapi, temuan penelitian
ini menunjukkan kebalikan dari Teori Modernisasi bahwa peningkatan pendidikan atau lama waktu mengenyam
pendidikan individu tidak berpengaruh terhadap pasrtisipasi politik dan perilaku demokratis individu. Hal ini
mengindikasikan bahwa perilaku demokratis atau kesadaran berpartisipasi politik individu tidak hanya dipengaruhi
oleh pendidikan atau lamanya waktu tempuh pendidikan formal saja melainkan juga dari latar belakang keluarga,
lingkungan, sosial-ekonomi, hingga pada metode pengajaran atau kurikulum di sekolah (Teegelbeckers et al., 2023).
Merujuk pada Teori Ekonomi Kelembagaan yang dikemukakan oleh Acemoglu dan Robinson, tidak berpengaruhnya
RLS terhadap IDI mengindikasikan bahwa pada provinsi-provinsi yang terdapat KEK adanya kecenderungan lembaga
esktraktif yang mana peningkatan pendidikan yang dalam konteks ini RLS terkonsentrasi pada kepentingan ekonomi
eksklusif untuk KEK semata. Lamanya individu mengenyam pendidikan formal dimaksudkan untuk menciptakan
sumber daya tenaga kerja profesional yang mendukung operasional industri KEK bukan mendorong perilaku individu
untuk berpartisipasi politik. Selain itu, temuan ini dapat dijelaskan juga dengan Teori Ekonomi Kelembagaan North
terkait efektivitas kebijakan publik dan ketidakpastian. Provinsi-provinsi yang terdapat KEK cenderung lebih
mengutamakan kestabilan bisnis daripada partisipasi politik sebagaimana tujuan pendirian KEK sehingga pendidikan
atau lama waktu mengenyam pendidikan individu hanya untuk melatih sumber daya manusia bekerja dengan baik
bukan menjadikan individu lebih demokratis. Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya oleh Ménnisto &
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Moate, (2024); Osterman & Robinson, (2023) yang menyatakan bahwa pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap
demokrasi.

Penduduk bekerja (PB) merupakan salah satu indikator variabel sosial yang dapat merefleksikan kuantitas dan
pemanfaatan modal manusia. Berdasarkan Gambar 3, diperoleh informasi bahwa PB tidak berpengaruh terhadap IDI.
Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien 0,04 dan p-value sebesar 0,32 sehingga H, ditolak. Menurut Teori
Modernisasi Lipset, penduduk yang bekerja mengindikasikan terdapat peningkatan serapan tenaga kerja dan
penurunan pengangguran yang mengurangi ketidakpuasan publik dan meningkatkan stabilitas sosial. Akan tetapi,
temuan penelitian ini menunjukkan hal sebaliknya bahwa PB tidak memiliki pengaruh terhadap demokrasi. Hasil
penelitian yang memiliki koefisien positif ini mengindikasikan bahwa peningkatan PB tidak secara langsung dapat
meningkatkan indeks demokrasi daerah tanpa disertai oleh faktor-faktor lain seperti, kualitas pendidikan dan
urbanisasi (Pramesti & Hasmarini, 2025). Selain itu, lingkungan pekerjaan turut berperan dalam mendorong individu
berpartisipasi politik yang prodemokrasi (Nurlinah et al., 2021). Secara teoritis, temuan ini dapat dijelaskan oleh Teori
Ekonomi Kelembagaan Acemoglu dan Robinson terkait adanya lembaga ekstraktif pada provinsi-provinsi yang
terdapat KEK. Menurut Teori Ekonomi Kelembagaan Acemoglu dan Robinson, temuan ini mengindikasikan bahwa
pada provinsi-provinsi yang terdapat KEK, PB lebih berorientasi pada produktivitas ekonomi KEK daripada
partisipasi masyarakat dalam proses politik sehingga PB tidak memiliki kesempatan dan akses dalam partisipasi
politik yang demokratis. Selain itu, dalam sudut pandang Teori Ekonomi Kelembagaan North PB yang tidak
berpengaruh terhadap IDI mengindikasikan bahwa kelembagaan yang ekstraktif lebih mengutamakan kepentingan
dan stabilitas ekonomi daripada menciptakan tenaga kerja yang memiliki kesempatan berpartisipasi politik yang
demokratis. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Duman, (2025); Trentini, (2022)
yang menyatakan bahwa peningkatan PB tidak berpengaruh dalam meningkatkan demokrasi apabila tidak adanya
mekanisme kelembagaan yang memadai untuk menciptakan partisipasi politik yang prodemokrasi.

Sebagai negara yang termasuk ke dalam kategori middle income country, faktor ekonomi memiliki peran
krusial dalam menyediakan modal tambahan untuk investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk juga
menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu variabel ekonomi yang dapat merefleksikan kondisi dan perkembangan
ekonomi suatu negara adalah dari aktivitas investasi Penanaman Modal Asing (PMA). Menurut Gambar 3, diperoleh
informasi bahwa PMA memiliki pengaruh terhadap IDI. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien -0,02 dan p-value
<0,01 sehingga Hj diterima. Nilai koefisien yang negatif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan PMA berdampak
pada penurunan IDI. Ditinjau dari Teori Ekonomi Kelembagaan Acemoglu dan Robinson, dalam pelaksanaan
kelembagaan terdapat dua kategori struktur kekuasaan lembaga yang dalam konteks hasil penelitian ini ialah terdapat
lembaga ekstraktif yang membatasi penegakan hukum yang jelas dan partisipasi politik yang prodemokrasi (Garoupa
& Spruk, 2024). Kelembagaan yang lebih demokratis menjamin adanya supremasi hukum, regulasi jelas serta
transparansi pemerintah yang dapat mendorong para investor lebih percaya dan merasa terjamin menanamkan
modalnya. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa guna menjaga kepercayaan investor asing, pemerintah
daerah mendorong terbentuknya struktur kekuasaan yang ekstraktif supaya penegakan hukum dan regulasi
terkonsentrasi pada perlindungan investasi asing yang membatasi terjadinya partisipasi politik masyarakat lokal. Lebih
lanjut, menurut Teori Ekonomi Kelembagaan North PMA yang bersifat dominan sebagai sumber pendanaan disuatu
daerah cenderung menciptakan ketergantungan ekonomi yang menyebabkan pemerintah daerah lebih
memprioritaskan insentif bagi investor asing yang di sisi lain tidak memperhatikan partisipasi politik masyarakat lokal.
Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Biglaiser dkk., (2024) yang mengungkapkan
bahwa terdapat hubungan yang negatif signifikan antara PMA dengan demokrasi.

Variabel ekonomi selain PMA ialah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMDN turut berperan dalam
meningkatkan kualitas demokrasi melalui mekanisme insentif domestik. Berdasarkan Gambar 3, diperoleh informasi
bahwa PMDN memiliki pengaruh terhadap Indeks Demokrasi. Hal ini dilihat dari nilai koefisien 0,16 dan p-value
0,04 sehingga H, diterima. Nilai koefisien yang positif mengindikasikan bahwa peningkatan PMDN dapat
meningkatkan pula demokrasi. Temuan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu 2016-2023
terjadi akumulasi modal dan pertumbuhan investor domestik di provinsi-provinsi yang terdapat KEK yang mendorong
investor domestik menuntut adanya keadilan dan tanpa diskriminasi yang mendorong peningkatan aspek partisipasi
demokratis dan kebebasan sipil dalam demokrasi. Secara teoritis, temuan ini dapat mengonfirmasi Teori Ekonomi
Kelembagaan Acemoglu dan Robinson yang mengasumsikan bahwa terdapat dua kategori dalam struktur kekuasaan
lembaga yang dalam konteks hasil penelitian ini ialah terdapat lembaga inklusif yang menjamin adanya penegakan
hukum yang adil, akuntabilitas publik serta regulasi jelas yang mendorong investasi (Khuan et al., 2025). Selain itu,
dalam sudut pandang Teori Ekonomi Kelembagaan North investor domestik memiliki kepentingan jangka panjang
terhadap kepentingan ekonomi maupun stabilitas sosial. Sehingga, temuan ini menunjukkan PMDN lebih berperan
dalam menciptakan kelembagaan yang sehat dibandingkan PMA karena investor domestik termasuk ke dalam
kelompok kepentingan pada struktur sosial-politik daerah yang turut mempengaruhi keputusan pemerintah daerah
memutuskan suatu kebijakan. Penelitian yang dilakukan oleh Hidri, (2025) mendukung hasil penelitian ini yang
menyatakan bahwa PMDN yang tinggi dapat meningkatkan pasrtisipasi demokrasi di suatu daerah.

Panjang jalan (PJ) adalah salah satu bentuk modal publik yang berfungsi sebagai saluran utama untuk memecah
isolasi geografis dan sosial pada daerah-daerah yang jauh dari pusat perekonomian maupun administrasi (Nairobi et
al., 2021). Berdasarkan Gambar 3, diperoleh informasi bahwa PJ memiliki pengaruh terhadap IDI. Hal ini dilihat dari
nilai koefisien -0,15 dan p-value 0,04 sehingga Hs diterima. Secara teoritis, menurut Teori Modernisasi Lipset,
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infrastruktur panjang jalan merupakan salah satu prasyarat penting untuk membentuk masyarakat yang lebih
terinformasi dan aktif berorganisasi sekaligus dapat meningkatkan efisiensi operasional kelembagaan (pemerintah)
dalam melakukan berbagai layanan publik, mendistribusikan sumber daya dan memonitor pelaksanaan hukum.
Namun, hal sebaliknya terjadi apabila dilihat dari nilai koefisien yang negatif yang menunjukkan bahwa peningkatan
panjang jalan justru menurunkan demokrasi. Dalam sudut pandang Teori Ekonomi Kelembagaan North, adanya
hubungan yang negatif antara panjang jalan dengan demokrasi dalam temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan
panjang jalan di daerah hanya dirasakan oleh lembaga dengan kekuasaan ekstraktif guna memperkuat kendali dan
kekuasaan (Fritzsche & Vogler, 2020). Lembaga ekstraktif mengendalikan sumber daya negara termasuk jalan untuk
memperluas kekuasaan, mempertahankan pendapatan kendati membangun lembaga yang transparansi yang terbuka
terhadap demokrasi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bathla, (2025); Gonzalez dkk., (2025) menyatakan
bahwa peningkatan PJ menurunkan demokrasi daerah akibat adanya pemusatan kekuasaan oleh lembaga esktraktif.
Dengan demikian, hasil penelitian inipun memberikan kontribusi baru terkait pengaruh peningkatan infrastruktur PJ
di KEK yang masih terpusat pada kekuasaan lembaga ekstraktif daripada lembaga yang mendukung transparansi dan
demokrasi.

Pada era modern saat ini, teknologi menjadi instrumen fundamental yang tidak hanya dirasakan manfaatnya
oleh individu, melainkan juga kelembagaan (Saba et al., 2024). TIK memberikan peluang dalam meningkatkan
akuntabilitas dan tranparansi yang dapat meningkatkan pula kualitas kelembagaan termasuk indeks demokrasi daerah
(Pradhan et al., 2022). Berdasarkan Gambar 3, diperoleh informasi bahwa Indeks Pembangunan TIK (IPTIK)
memiliki pengaruh terhadap IDI. Hal ini dilihat dari nilai koefisien 0,51 dan p-value <0,01 sehingga Hs diterima.
Secara interpretasi teoritis, hasil temuan ini dapat dijelaskan dengan Teori Modernisasi Lipset. Merujuk pada Teori
Modernisasi Lipset, IPTIK yang berpengaruh terhadap IDI mengindikasikan bahwa kemajuan sosio-ekonomi
termasuk kemajuan TIK dapat mendorong peningkatan nilai demokrasi. Nilai koefisien yang positif mengindikasikan
bahwa perkembangan akses internet dan teknologi di daerah KEK menciptakan kemudahan dalam pengaksesan
informasi politik oleh masyarakat yang lebih lanjut mendorong masyarakat berpartisipasi politik. Apabila ditinjau dari
Teori Ekonomi Kelembagaan Acemoglu dan Robinson, temuan ini menunjukkan bahwa IPTIK dapat meminimalisir
risiko penyalahgunaan kekuasaan ataupun dominasi kekuasaan akibat adanya akuntabilitas dan transparansi
kelembagaan yang menciptakan lemabag inklusif. Di sisi lain, menurut Teori Ekonomi Kelembagaan North temuan
ini menunjukkan bahwa IPTIK sebagai instrumen yang secara cepat dan masif dapat mengurangi biaya transaksi
terkait dengan informasi dan komunikasi politik. TIK memberikan peluang dalam meningkatkan akuntabilitas dan
tranparansi yang dapat meningkatkan pula kualitas kelembagaan termasuk indeks demokrasi daerah (Pradhan et al.,
2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ben Ali, (2020); Dossou dkk.,
(2025); Setor dkk., (2021) menyatakan bahwa TIK memiliki pengaruh terhadap demokrasi.

Peningkatan RLS secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja di suatu
daerah (Windhani et al., 2023). Berdasarkan Gambar 3, diperoleh informasi bahwa RLS berpengaruh terhadap PDRB
per Kapita. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien 0,34 dan p-value <0,01 sehingga H; diterima. Temuan ini
menunjukkan bahwa pendidikan atau lamanya waktu mengenyam pendidikan formal di provinsi-provinsi yang
terdapat KEK menciptakan sumber daya manusia yang lebih terampil dan memiliki kemampuan memanfaatkan
teknologi baru. Temuan inipun selaras dengan Teori Pertumbuhan Endogen yang mengungkapkan bahwa investasi
dalam pendidikan yang dalam penelitian ini tercermin melalui RLS berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang
kontinuitas. Modal manusia dapat diartikan sebagai nilai ekonomi yang mana diperoleh individu dari pengetahuan
dan keterampilan kerja selama menempuh pendidikan formal yang berkontribusi tidak hanya pada kekayaan individu
melainkan juga pada kekayaan masyarakat (Lozano, 2025). Menurut Mankiw, (2013) pertumbuhan output per kapita
dalam jangka panjang salah satunya ditentukan oleh pertumbuhan tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM.
Dengan demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang tersebut menunjukan adanya peningkatan taraf
hidup masyarakat. Temuan ini menunjukkan lamanya waktu yang ditempuh individu dalam pendidikan formal pada
provinsi yang terdapat KEK menciptakan individu yang lebih terampil melalui limpahan pengetahuan yang
mendorong kemampuan untuk menyerap teknologi baru serta beradaptasi dengan proses produksi kompleks dan
memahami rantai nilai global yang sangat penting dalam KEK. Penelitian yang telah dilakukan oleh Anshori dkk.,
(2025); Litriani, (2021); Yin dkk., (2024) turut menyatakan bahwa RLS memiliki pengaruh yang positif dan signifikan
bagi PDRB per Kapita.

Berdasarkan Gambar 3, diperoleh informasi bahwa PB berpengaruh terhadap PDRB per Kapita. Hal ini dilihat
dari nilai koefisien -0,46 dan p-value <0,01 sehingga Hg diterima. Meskipun nilai koefisien yang negatif
mengindikasikan bahwa peningkatan PB justru menurunkan PDRB per Kapita di provinsi yang terdapat KEK, temuan
ini sejalan dengan Teori Pertumbuhan Endogen terkait kualitas modal manusia. Pada provinsi-provinsi yang terdapat
KEK, peningkatan penduduk bekerja tanpa dibarengi dengan peningkatan keterampilan kerja justru dapat menurunkan
produktivitas yang berdampak pada banyaknya penduduk bekerja yang terserap di sektor dengan nilai tambah rendah
ataupun pengangguran terselubung (Chairunissa, 2022). Ketika penduduk bekerja yang meningkat tidak dibarengi
dengan peningkatan kualitas penduduk bekerja yang salah satunya tercermin dalam pendidikan maka akan
menghasilkan tenaga kerja yang berketerampilan rendah. Dalam sudut pandang Teori Pertumbuhan Endogen investasi
dalam pendidikan mendorong terciptanya pertumbuhan per kapita yang berkelanjutan dengan menghasilkan tenaga
kerja yang lebih berpengetahuan dan efisien (Keshminder et al., 2025). Apabila ditinjau dari Teori Ekonomi
Kelembagaan North, temuan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian insentif di KEK dengan ketersediaan
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lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. PB di provinsi-provinsi yang terdapat KEK. KEK yang menyerap tenaga
kerja dari luar daerah atau ekspatriat untuk posisi strategis di KEK sedangkan di sisi lain masyarakat lokal hanya
mengisi posisi pekerjaan administratif atau rendah menyebabkan penduduk yang bekerja tidak memberikan dampak
positif terhadap PDRB per Kapita provinsi tersebut. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ammara dkk., (2025)
sejalan dengan hasil penelitian ini yang mengungkapkan bahwa tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi jangka panjang. Hasil penelitian ini menegaskan fokus daripada Teori Pertumbuhan Endogen yang berfokus
pada kualitas modal manusia sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pada negara berkembang PMA menjadi salah satu faktor pendorong untuk mencapai produktivtas dan standar
hidup lebih baik pada pembangunan ekonomi regional (Liang et al., 2021). Berdasarkan Gambar 3, diperoleh
informasi bahwa PMA memiliki pengaruh terhadap PDRB per Kapita. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien -0,20
dan p-value 0,01 sehingga Hy diterima.. Secara intepretasi teoritis, menurut Teori Pertumbuhan Endogen peran dari
PMA adalah memberikan efek limpahan pengetahuan dan transfer teknologi yang dapat meningkatkan keterampilan
dan mutu SDM serta pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan
kebalikannya bahwa nilai koefisien yang negatif mengindikasikan peningkatan PMA di provinsi yang terdapat KEK
justru menurunkan PDRB per Kapita. Adanya hambatan dalam penyebaran manfaat PMA terhadap PDRB per Kapita
ini dapat dijelaskan melalui Teori Ekonomi Kelembagaan Acemoglu dan Robinson. Dari sudut pandang Teori
Ekonomi Kelembagaan Acemoglu dan Robinson, temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat karakteristik lembaga
ekstraktif yang mana manfaat dari investasi asing hanya terisolasi di dalam KEK (enclave). PMA di KEK yang
terisolasi (enclave) dengan perekonomian lokal berakibat membatasi efek limpahan pengetahuan dan transfer
teknologi bagi masyarakat karena hanya dapat dirasakan manfaatnya di dalam KEK itu sendiri. Dengan demikian,
manfaat keberadaan PMA ini menjadi terbatas pada wilayah KEK dan tidak meluas kepada masyarakat maupun
perekonomian lokal di provinsi tersebut. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sa’dia & Fitrady, (2023); Zeng, (2021)
menyatakan bahwa PMA pada KEK yang terisolasi (enclave) dengan perekonomian lokal provinsi tempat KEK
berdiri dapat menurunkan PDRB per kapita provinsi karena manfaatnya hanya dirasakan di dalam KEK itu sendiri.

Peningkatan PMDN berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat, kapasitas produksi dan kualitas
sumber daya manusia yang lebih lanjut mendorong pertumbuhan ekonomi (Purba, 2020). Berdasarkan Gambar 3,
diperoleh informasi bahwa PMDN berpengaruh terhadap PDRB per Kapita. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien
0,46 dan p-value <0,01 sehingga Hio diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa akumulasi modal yang berasal dari
investor domestik memberikan efek limpahan pengetahuan dan transfer teknologi yang dapat kesejahteraan ekonomi
masyarakat. Secara teoritis menurut Teori Pertumbuhan Endogen, investasi modal yang dibarengi dengan efek
limpahan pengetahuan dan transfer teknologi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kontinuitas. PMDN
yang memiliki pengaruh positif signifikan menggambarkan bahwa investasi domestik menghasilkan efek limpahan
pengetahuan, transfer teknologi dan memiliki keterkaitan dengan perekonomian lokal sehingga dapat berdampak pada
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan lebih lanjut pendapatan per kapita masyarakat. Berbeda dengan PMA yang
cenderung terisolasi, masuknya PMDN yang bersifat tidak terisolasi (non-enclave) dengan perekonomian lokal dapat
meningkatkan produktivitas masyarakat lokal karena manfaat dari investasi domestik ini tidak terbatas hanya
dirasakan oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) saja. Apabila ditinjau dari Teori Ekonomi Kelembagaan Acemoglu
dan Robinson, nilai koefisien yang positif ini mengindikasikan bahwa investor domestik memiliki kepentingan jangka
panjang akan penegakan hukum yang adil dan stabilitas kebijakan sehingga mendorong terciptanya lembaga yang
inklusif sehingga pada tahun 2016-2023 pada provinsi yang terdapat KEK investasi domestik lebih peran dalam
menciptakan efek limpahan pengetahuan dan transfer teknologi daripada investasi asing. Penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Sari dkk., (2020); Zahra dkk., (2025) sejalan dengan hasil penelitian ini yang mengungkapkan bahwa
PMDN berpengaruh terhadap PDRB per Kapita..

Infrastruktur panjang jalan (PJ) memudahkan interaksi antar pelaku ekonomi serta memfasilitasi aksesibilitas
layanan kesehatan, pendidikan dan layanan sosial penting lain yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan berkelanjutan (Khanani et al., 2021). Berdasarkan Gambar 3, diperoleh informasi bahwa PJ tidak
berpengaruh pada PDRB per Kapita. Di buktikan oleh nilai koefisien -0,10 dan p-value 0,13 sehingga H;; ditolak.
Dalam Teori Pertumbuhan Endogen, PJ dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga mendorong
peningkatan output per kapita yang berkelanjutan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan sebaliknya bahwa PJ
tidak serta merta berdampak pula pada produktivitas masyarakat di provinsi-provinsi yang terdapat KEK. Tidak
berpengaruhnya PJ terhadap kesejahteraan ekonomi ini dapat dijelaskan melalui Teori Ekonomi Kelembagaan North.
Dalam sudut pandang Teori Ekonomi Kelembagaan North, PJ yang tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan
ekonomi masyarakat lokal di provinsi KEK mengindikasikan penambahan panjang jalan di provinsi KEK belum
dimaksudkan untuk memberikan manfaat ekonomi dan memudahkan aksesibilitas masyarakat yang mendorong
peningkatan PDRB per Kapita. Biaya transaksi yang timbul serta inefisiensi kelembagaan sebagai dari hambatan
aksesibilitas tersebut berpotensi merugikan atau menurunkan manfaat sosial dan ekonomi dari penambahan PJ
(Medeiros et al., 2026). Temuan penelitian tidak berpengaruh ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh
Hanum dkk., (2025); Irwandi dkk., (2025); Primanto & Undang, (2022) yang menyatakan bahwa PJ tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dalam era digitalisasi dewasa ini, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi instrumen esensial bagi
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan negara maupun daerah (Jiao & Sun, 2021). Berdasarkan Gambar 3, diperoleh
informasi bahwa Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) memiliki pengaruh terhadap PDRB per Kapita. Hal ini
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dibuktikan dengan nilai koefisien 0,18 dan p-value 0,02 sehingga Hi, diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa
modal TIK yang terdapat di provinsi-provinsi yang terdapat KEK dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.
Secara teoritis, temuan ini mengonfirmasi Teori Pertumbuhan Endogen yang memandang teknologi sebagai modal
endogen yang berperan memberikan efek limpahan sehingga dapat meningkatkan produktivitas modal fisik (penduduk
kerja). Modal TIK dan infrastruktur TIK memberikan efek limpahan pengetahuan berbasis teknologi yang berperan
besar dalam meningkatkan produktivitas masyarakat (Keshminder et al., 2025). Apabila ditinjau dari Teori Ekonomi
Kelembagaan North, IPTIK yang berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di provinsi-provinsi yang
terdapat KEK dapat menurunkan biaya transaksi sehingga tercipta efisiensi dalam distribusi barang dan jasa bagi para
pelaku ekonomi dalam masyarakat lokal (Yu et al., 2022). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu
yang dilakukan oleh Behera dkk., (2024); Kumari & Singh, (2024); Tripathi & Inani, (2020) yang mengungkapkan
bahwa indeks TIK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih lanjut berdampak pada
PDRB per Kapita.

Kelembagaan berperan menciptakan stabilitas sosial-politik, mengoordinasi dan mengatur supremasi hukum
maupun aktivitas antar pelaku ekonomi yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Uddin et
al., 2023). Berdasarkan Gambar 3, diperoleh informasi bahwa Indeks Demokrasi (IDI) tidak berpengaruh terhadap
PDRB per Kapita. Hal tersebut dilihat dari nilai koefisien 0,00 dan p-value 0,48 sehingga H;s ditolak. Nilai koefisien
yang positif mengindikasikan bahwa dampak peningkatan IDI tidak secara berkesinambungan meningkatkan PDRB
per Kapita pula. Apabila ditinjau dari Teori Ekonomi Kelembagaan North, kelembagaan berperan dalam
meminimalisir ketidakpastian dan memastikan stabilitas agar iklim perekonomian baik dalam jangka panjang (North,
1990). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IDI yang terdiri atas kebebasaan, kesetaraan dan kapasitas lembaga
birokrasi belum mampu menurunkan biaya transaksi ekonomi di provinsi-provinsi yang terdapat KEK karena tidak
disertai dengan penegakan hukum dan regulasi yang kuat, birokrasi yang efisien hingga kestabilan kebijakan yang
masih didominasi oleh kepentingan ekstraktif. Di sisi lain, menurut Teori Pertumbuhan Endogen kelembagaan
berperan sebagai saluran pendorong akumulasi modal dan limpahan pengetahuan serta teknologi. Oleh karena itu,
temuan ini mengindikasikan bahwa dampak peningkatan IDI belum mampu mendorong terciptanya eksternalitas
positif bagi produktivitas perekonomian masyarakat di provinsi-provinsi yang terdapat KEK. Hal ini diperkuat juga
dengan pandangan Teori Ekonomi Kelembagaan Acemoglu dan Robinson bahwa tanpa lembaga yang inklusif,
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan tetap lemah dan masih didominasi oleh indikator lain yang memiliki
dampak nyata secara langsung. Temuan penelitian oleh Sijabat, (2024) mendukung temuan penelitian ini yang
mengungkapkan bahwa IDI memiliki pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap PDRB per Kapita.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti, sosial, ekonomi,
infrastruktur, teknologi serta kelembagaan. Hasil penelitian menemukan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) dan Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) berpengaruh positif terhadap Indeks Demokrasi (IDI). Sebaliknya,
Penanaman Modal Asing (PMA) dan Panjang Jalan (PJ) berpengaruh negatif terhadap IDI, sementara Rata-rata Lama
Sekolah (RLS) dan Penduduk Bekerja (PB) tidak berpengaruh terhadap IDI. Pengaruh positif PMDN dan IPTIK
mengindikasikan bahwa perkembangan investasi domestik dan TIK dapat meningkatkan partisipasi politik yang lebih
demokratis melalui kemudahan pengaksesan informasi politik dalam rangka pengambilan sebuah keputusan.
Sementara itu, PMA dan PJ yang berpengaruh negatif mengindikasikan bahwa investasi asing dan penambahan PJ di
provinsi-provinsi yang terdapat KEK lebih berorientasi pada aktivitas ekonomi KEK semata. RLS yang tidak
berpengaruh terhadap IDI menunjukkan bahwa perilaku demokratis individu tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan
atau lamanya waktu pendidikan formal yang ditempuh melainkan juga oleh faktor-faktor lain seperti, latar belakang
keluarga, lingkungan, sosial-ekonomi, hingga pada metode pengajaran atau kurikulum di sekolah. PB yang juga tidak
memiliki pengaruh terhadap IDI mengindikasikan bahwa aktivitas di KEK lebih berorientasi pada produktivitas
ekonomi KEK daripada partisipasi masyarakat dalam proses politik. Di sisi lain, ditemukan bahwa RLS, PMDN dan
IPTIK berpengaruh positif terhadap PDRB per Kapita yang mana sejalan dengan Teori Pertumbuhan Endogen
mengenai pentingnya akumulasi modal manusia, fisik, dan teknologi. Akan tetapi, diketahui PB dan PMA
berpengaruh negatif serta PJ dan IDI yang tidak berpengaruh terhadap PDRB per Kapita. PB dan PMA yang
berdampak negatif menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di KEK cenderung didominasi oleh sektor dengan
produktivitas rendah maupun investasi asing yang masih bersifat eksklusif dan terisolasi (enclave) yang tidak
memberikan efek limpahan pada perekonomian lokal. PJ yang tidak berpengaruh mengindikasikan bahwa
penambahan panjang jalan di provinsi KEK belum dimaksudkan untuk memberikan manfaat ekonomi dan
memudahkan aksesibilitas masyarakat yang mendorong peningkatan PDRB per Kapita. Selain itu, IDI yang terbukti
tidak memiliki pengaruh menunjukkan bahwa demokrasi pada peningkatan demokrasi belum secara langsung
berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian ini memberikan wawasan baru bahwa keberadaan KEK belum sepenuhnya memberikan efek limpahan
terhadap perekonomian lokal sehingga pertumbuhan ekonomi dareah tidak selalu diikuti oleh peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil ini mengindikasikan adanya kecenderungan aktivitas ekonomi KEK yang
besifat terisolasi (enclave). Dengan demikian, pemerintah perlu merancang kebijakan yang dapat memperkuat
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keterkaitan antara KEK dengan perekonomian lokal melalui kuota pemasok lokal untuk memaksimalkan efek
limpahan, kebijakan pengembangan profesional untuk KEK dengan melibatkan Danantara sebagai sumber
pembiayaan dan dukungan investasi serta tranparansi kegiatan dari KEK maupun pemerintah daerah dan pusat supaya
keberadaan KEK tidak bersifat enclave dan dapat memberikan dampak pada perekonomian lokal. Adapun
keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan IDI sebagai proksi kelembagaan yang belum sepenuhnya
mampu merepresentasikan kualitas kelembagaan sehingga penelitian selanjutnya direkomendasikan turut
menambahkan indikator kelembagaan lain seperti Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah maupun indikator
kelembagaan lainnya. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan RLS sebagai variabel sosial untuk pendidikan
sehingga penelitian selanjutnya bisa mempertimbangkan berdasarkan jenjang pendidikan tertentu seperti berdasarkan
lulusan jenjang pendidikan universitas yang memiliki pengaruh lebih kuat terhadap partisipasi politik maupun
pertumbuhan ekonomi secara mendalam.
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